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BAB VI 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yanag telah penulis 
kemukakan di bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu 
kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan 
memberikan saran terkai dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan 
Alokasi Dana Desa. 
6.1 Kesimpulan 
6.1.1 Internal  
 Pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan di desa sintong pusaka ini 
dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan pihak desa, bahwa mereka 
mengetahui adanya peraturan daerah Rokan Hilir tentang keuangan 
kepenghuluan dan disinggung besarnya jumlah persenan yang dikeluarkan 
pemerintah daerah rokan hilir, dan dari dana yang dicairkan pihak desa sudah 
membuat dan menjalankan beberapa program untuk masyarakat desa. 
6.1.1.1 Kemampuan dan Potensi  
Dalam pengalian Kemampuan dan Potensi dari pihak desa 
masih kurang karena berdasarkan wawancara dengan sebagian 
masyarakat desa sintong, pengalian potensi masyarakat masih belum 
dilakukan, pihak desa hanya terfokus pada program pemberdayaan 
masyarakat yang dicanangkan oleh pihak desa, maka dari itu fokus 
kepenghuluan desa sintong masih belum ada untuk pengalian potensi 
masyarakat.  
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6.1.1.2 Partisipasi  
Masyarakat desa sintong pusaka memiliki tingkat partisipasi 
yang sangat besar dan tinggi untuk setiap program ataupun kegiatan 
pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak desa. 
6.1.1.3 Saling Belajar  
Hubungan antara internal ( masyarakat ) dan eksternal ( 
pemerintah desa ) dalam proses dan kegiatan yang ada dilingkup 
pemerintahan desa sintong sangat baik, hubungan yang saling terbuka, 
pihak desa menerima segala masukan yang diberikan oleh beberapa 
tokoh masyarakat  dan begitupun  sebaliknya  masyarakat menerima 
dengan senang hati apa saja program yang dibuat dan dijalankan oleh 
pihak desa.  
6.1.2 Eksternal  
Pihak eksternal yaitu aparat desa sudah membuat dan 
menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang dimandatkan 
dengan Perda Rohil No 5 seperti karang taruna, PKK, pembuatan TPA 
dan lain sebagainya semua program pada saat ini sedang berjalan. 
6.1.2.1 Belajar dari Masyarakat  
Dalam setiap kegiatan pihak desa dan masyarakat saling 
membahu dan menjalankan dan memajukan desa sintong, hal ini dapat 
dilihat bagaimana masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan 
yang ada didesa. Setiap kegiatan aparat desa selalu melakukan 
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musyawarah bersama masyarakat guna agar kelak tidak terjadi hal yang 
tidak diinginkan. 
6.1.2.2 Melindungi  
Aparat desa yang dijadikan panutan seharusnya mlindungi setiap 
potensi yang ada di masyarakat, mengahrgai setiap karya masyarakat. 
Namun, didesa sintong hal tersebut belum nampak, aparat desa masih 
terkesan tidak terlalu memperhatikan dan melindungi apa yang menjadi 
karya masyarakat sintong.  
6.1.2.3 Mendaampingi Sebagai Failitator  
Mendampingi dan menjadi fasilitator disini, aparat desa bukan 
sebagai guru ataupun sebagainya, namun aparat desa disini ialah 
sebagai penyedia kebutuhan masyarakat, dan aparat desa khusunya 
bekerja melayani masyarakat sesuai dengan pertaturan yang ada, namun 
disini, pihak desa masih bekerja sendiri tampa tim, dari segi pelayanan 
sikap aparat desa masih terkesan tidak pada peraturanya, aparat desa 
seperti tidak tahu bahwa mereka adalah pelayan masyarakat.  
6.2 Saran  
Pemberdayaan menjadi konsep kunci untuk menanggapi kegagalan 
pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih belum dapat dirasakan 
secara menyeluruh oleh masyarakat pada umumnya. Dalam kelamahan 
pemberdayaan sendiri tiada pelatihan dan program pelaksanaan tahunan bagi 
pendanaan alokasi dana desa kurang terawasi dalam penempatan dana nya, 
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pemberdayaan sendiri perlu pelatihan program mandiri usaha bersama dengan 
pemerintah dengan masyarakat untuk membangun kreatifitas budaya bangsa 
untuk menjadi daya tarik jual terhadap pasar nasional maupun internasioanl 
agar tercapai bagaimana program pemberdayaan masyarakat yaitu maju, 
mandiri baik individu maupun keseluruhannya. Kemudian sebaik nya pihak 
desa terkait cepat membuat dan menyusun konsep program BUMDes supaya, 
pendapatan desa sintong pusaka tidak hanya terpacu pada satu konsep saja 
yaitu Anggaran Dana Desa, selanjutnya jika BUMDes di buat dan dilaksanakn 
serta di kelola oleh pihak desa, maka hasil tersebut bisa berguna untuk 
meningkatkan daya ataupun pemberdayaan masyarakat sesuai dengan konsep 
pemberdayaan itu sendiri serta pengelolaan keuangan desa untuk 
pemberdayaan lebih baiknya sesuai pada pasal 25 bagian kedua dalam 
peraturan pemerintah daerah nomor 5 tahun 2009. Alangkah Lebih Baiknya 
Pihak Kepenghuluan lebih transfaran dan mengetahui sub tugas-tugas nya 
masing-masing yang sesuai dengan mandat Pemendagri Nomor 84 tahun 2015 
, karna berdasarkan penelitian langsung yang di lakukan oleh peneliti 
dilapangan aparat desa khusus nya Kaur dan Staf seperti acuh dalam 
melaksanakan tugas yang telah di beri karna sangat minim akuntabilitas yang 
dimiliki oleh para staff dan pemangku jabatan Sintong Pusaka. Kemudian 
ketransfaran dalam memberikan informasi alangkah lebih bagus nya di 
perbaiki sesuai dengan konsep Revormasi Birokrasi Indonesia. Karna pada  
dasarnya Aparat Pemerintah bekerja hanya untuk melayani masyarakat bukan 
untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai merusak citra Kepneghuluan 
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Sintong yang selama ini di pandang baik di mata Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir.  
 
 
